SALINAN

KOTA DEPOK

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 86 TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA DEPOK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan merangsang wajib pajak
daerah tetap taat dalam membayar pajak daerah dan
piutang pajak daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali
Kota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pajak
Daerah Berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota
Depok Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan upaya menjaga stabilitasi
pendapatan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan serta merangsang Masyarakat
untuk tetap taat dan antusias dalam memenuhi
kewajibannya membayar PBB P-2, maka Peraturan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penyesuaian,;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2023
Tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan di Kota Depok Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);


Lenovo
Line


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8);



Menetapkan
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8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017
tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di
Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prosedur
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG
FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA GEBYAR KETAATAN
PAJAK DAERAH.

Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2023
Tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan Dalam Rangka Gebyar Ketaatan Pajak Daerah
Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 83), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dalam rangka menjaga stabilitas penerimaan daerah
dan meningkatkan penerimaan PBB-P2  serta
merangsang wajib pajak untuk tetap taat melaksanakan
kewajiban perpajakan dalam rangka Gebyar Ketaatan
Pajak Daerah di Kota Depok, Wali Kota Depok dapat
menghapus sanksi administratif PBB-P2.

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap denda
keterlambatan pembayaran PBB-P2 sampai dengan
Tahun Pajak 2023.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan
pembayaran Periode tanggal 1 Desember 2023 sampai
dengan 29 Desember 2023.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Desember 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 86

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
~SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK
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